



1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum
Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses
diberlakukannya upaya guna tegaknya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan
hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan
hukum dalam arti luas melibatkan seluruh subjek hukum di dalam setiap
hubungan hukum.1
Siapapun yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah
menjalankan atau menegakan aturan hukum. Sedangkan, penegakan hukum
dalam arti sempit diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk
memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum tersebut, apabila
diperlukan aparatur penegak hukum diperkenankan atau diperbolehkan
untuk menggunakan daya paksa.2
Menurut Lawrance M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan
hukum di dalam suatu sistem hukum (legal system) bergantung pada 3 hal
yaitu:
1Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/




Disebut juga sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau
tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur disini diartikan
sebagai aparat penegak hukum. Seberapa bagusnya suatu peraturan
perundang-undangan jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum
yang baik maka keadilan hanyalah angan-angan semata.3 Dengan kata
lain, struktur adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak
dalam suatu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang,
pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan
dan menegakan hukum.
2. Substansi Hukum
Disebut sebagai sistem substansial atau isi dari aturan hukum yang
menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Friedman
memberi pengertian substansi sebagai berikut:4
“ The substance is compoced of substantive rules and rules about how
institutions should behave”
Terjemahan bebasnya adalah substansi itu terdiri atas peraturan hukum
substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya
lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif itu)
berlaku/bertindak. Dengan kata lain, substansi disini diartikan sebagai
suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini
3 Nadia Putri dkk, Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman, Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Surabaya,  2017, http://www.academia.edu/34996829/TEORI_
SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN, diakses 11 Desember 2017 pukul 12.00
WIB.
4 M.Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi
Jilid 1, UB Press, Malang, 2011, hlm 21.
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dapat berbentuk hukum in concreto atau kaedah-kaedah hukum
individual (seperti hakim menghukum terpidana, polisi memanggil saksi
guna keperluan proses verbal), maupun hukum in abstracto atau kaedah
hukum umum (seperti ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum adat
atau hukum kebiasaan)5 Dengan demikian substansi juga mencakup
hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab
undang-undang (law books) saja.
3. Budaya Hukum
Friedman mengartikan budaya hukum (legal culture) adalah sebagai
berikut:6
“Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs,
opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward
or away from the law and in particular ways”
Budaya hukum (legal culture) sangat berkaitan dengan sikap manusia
terhadap aturan hukum. Sikap ini berkaitan dengan budaya pada
umumnya, karena itu menyangkut hal-hal seperti keyakinan (believe), nilai
(value), cita (idea), dan harapan-harapan (expectation).7 Budaya hukum
juga erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik
dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini dan
ada perasaan malu serta bersalah ketika melanggar suatu aturan hukum.
Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum





2. Tinjauan Umum Dasar Berlakunya Hukum Adat di Indonesia
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa karena adanya
pluralisme hukum, sehingga salah satu aturan hukum yang diberlakukan di
Indonesia adalah hukum adat. Menurut Hooker, pluralisme hukum
merupakan definisi tentang situasi khusus ketika hukum negara mengakui
beberapa hukum adat. Keadaan ini begitu jelas ketika Hooker menyatakan
lebih lanjut bahwa suatu pluralisme hukum terjadi apabila terjadi salah satu
dari 3 kondisi berikut ini:8
1. Sistem hukum nasional secara politik lebih berkuasa karena memiliki
kemampuan untuk menghancurkan sistem masyarakat adat;
2. Terdapat pertentangan kewajiban. Aturan yang dibuat oleh sistem hukum
negara secara mutlak berlaku dan sistem hukum adat dapat tetap berlaku
selama diizinkan oleh sistem hukum negara dan dilaksanakan sesuai
dengan bentuk yang dipersyaratkan oleh negara;
3. Setiap penggambaran ataupun pengkajian hukum adat yang dilakukan
harus mengikuti klasifikasi hukum yang dianut oleh sistem hukum
negara.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pluralisme hukum
sebenarnya memberikan ruang untuk diakuinya aturan hukum yang hidup
dan berlaku di luar dari aturan hukum negara yang sedang dilaksanakan,
salah satunya yaitu hukum adat yang memang masih hidup dan berkembang
di tengah berlakunya hukum negara. Berdasarkan fakta sejarah, dasar
8 Tim HuMa, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner, HuMa dan Ford
Foundation, Jakarta, 2005, hlm 81.
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berlakunya hukum adat terbagi menjadi dua periode yaitu periode sebelum
Indonesia merdeka (zaman penjajahan Belanda dan Jepang) dan periode
zaman Indonesia setelah merdeka.9
a. Dasar hukum berlakunya hukum ada di Indonesia sebelum merdeka
Sebelum Indonesia merdeka, dasar berlakunya hukum adat erat
kaitannya dengan pembagian golongan penduduk sebagaimana diatur oleh
Pasal 163 IS. Menurut Pasal tersebut, pembagian golongan penduduk
dibedakan atas golongan Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing. Karena
adanya pembagian golongan penduduk tersebut, maka diberlakukan pula
hukum yang berbeda untuk masing-masing golongannya. Pasal 131 IS telah
menentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan, antara
lain:10
a. Golongan Eropa tunduk pada hukum Eropa
b. Golongan Bumi Putera tunduk pada hukum adat Bumi Putera, dan
c. Golongan Timur Asing pada dasarnya tunduk pada hukum adat Timur
Asing.
b. Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia setelah kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka, dasar hukum berlakunya hukum adat di
Indonesia adalah Pasal II aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi:
“Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar
ini”.
9 St.Laksanto Utomo, Hukum Adat, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016,  hlm 141.
10 M. Bakri, op.cit. hlm 137.
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Pasal II aturan peralihan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum
(rechtsvacuum) terhadap permasalahan-permasalahan yang belum diatur
dalam perundang-undangan. Mengingat pada waktu proklamasi
kemerdekaan dan yang menurut Soepomo juga sampai saat ini belum ada
satu ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai peranan dan
kedudukan hukum adat, maka aturan-aturan yang mengatur tentang hukum
adat untuk sebagian masih dapat dipandang berlaku.11
3. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat
3.1. Definisi Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat dikenal pula dengan sebutan “masyarakat
tradisional”, the indigenous people, atau dalam kehidupan sehari-hari
lebih dikenal dengan istilah “masyarakat adat”. Di Indonesia istilah
masyarakat adat populer sejak tahun 1990-an (setelah reformasi). Istilah
tersebut muncul ke permukaan bersamaan dengan tuntutan yang
disampaikan oleh aktivis organisasi non pemerintah untuk
memperjuangkan pengakuan dan hak masyarakat adat.
Istilah indigenous people digunakan oleh PBB dan ILO yang
berarti suku bangsa yang mendiami negara merdeka dengan kondisi
ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda dibandingkan kelompok
masyarakat pada umumnya.12 Pengertian masyarakat hukum adat
menurut Ter Haar adalah sekelompok masyarakat yang menetap di
suatu daerah tertentu, teratur, memmiliki kekuasaan dan kekayaannya
11 St.Laksanto Utomo, op.cit. hlm 144.
12 Djamanat Samosir, Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di
Indonesia, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013,  hlm 69.
17
sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
Tidak seorangpun diantara para anggota kelompok tersebut yang
berpikir untuk membubarkan ataua melepaskan diri dari ikatan tersebut
untuk selamanya.13
Tetapi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik
penggunaan istilah “masyarakat hukum adat”, karena mengandung
kerancuan antara “masyarakat dan hukum adat” dengan “masyarakat
hukum dan adat”. Hal tersebut menafsirkan bahwa keberadaan
masyarakat adat hanya bergantung pada satu dimensi saja, yaitu
dimensi hukum, padahal terdapat dimensi yang lainnya seperti politik,
sosial, agama budaya, ekonomi, dan ekologi.14
Pada akhirnya mereka merumuskan definisi masyarakat adat
sebagai suatu komunitas yang mempunyai sistem nilai idiologi, politik,
ekonomi, budaya, dan sosial yang khas, serta secara turun temurun telah
mendiami suatu wilayah geografis tertentu. Masyarakat hukum adat
sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai
warga bersama dari suatu persekutuan hukum karena didasari adanya
kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.15 Selain itu
penggunaan istilah masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan
perundang-undangan juga menekankan perlunya pengesahan dari
pemerintah akan eksistensinya.
13 Husen Alting, op.cit. hlm 30.
14 Herlambang Perdana Wiratraman, Yance Arizona, dkk, Antara Teks dan Konteks:
Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam di
Indonesia, HuMa, Jakarta, 2010, hlm. 1 - 4.
15 Pada bulan Maret 1999, diadakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I dimana peserta
kongres bersepakat membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk
mempertahankan dan memperkuat hak-hak atas identitas, kepercayaan, tradisi dan wilayah
kehidupannya.
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3.2. Bentuk Masyarakat Hukum Adat
Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya
disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing
anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang
membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor
genealogis (keturunan) dan faktor territorial (wilayah). Berdasarkan
kedua faktor tesebut bentuk masyarakat hukum adat dapat dibedakan
menjadi 3, yaitu:
1. Persekutuan Hukum Genealogis
Pada persekutuan hukum ini dasar pengikat utamanya adalah
karena adanya persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota
kelompok itu terikat disebabkan merasa berasal dari nenek moyang
yang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda,
masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga),
yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental.16
a. Masyarakat Patrilineal
Susunan masyarakat patrilinial ditarik menurut garis keturunan
dari Bapak (garis laki-laki), artinya garis keturunan dari laki-laki
yang lebih dominan dibanding garis keturunan perempuan.
Contohnya: Batak, Nias, Sumba, Bali.
b. Masyarakat Matrilineal
Masyarakat hukum menurut garis perempuan (matrilineal), yaitu
masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu.
16 C.Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2012,  hlm 26.
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Kedudukan perempuan lebih dominan dari laki-laki. Bentuk
masyarakat semacam ini terdapat pada masyarakat Minangkabau,
Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan, dan beberapa suku di
Timor.
c. Masyarakat Parental atau Bilateral
Pada masyarakat yang bilateral atau parental, susunan
masyarakatnya ditarik dari garis keturunan orang tuanya yaitu
Bapak dan Ibu bersama-sama sekaligus. Kedudukan laki-laki
sama dengan perempuan.  Contohnya Jawa dan Madura.
2. Persekutuan Hukum Teritorial
Mengenai persekutuan hukum territorial yang dimaksudkan di
atas, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah karena
persamaan dalam hal daerah kelahiran dan menjalani kehidupan
bersama di tempat yang sama pula.17
3. Persekutuan Hukum Genealogis – Teritorial
Berikutnya mengenai persekutuan hukum genealogis-teritorial
dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar
persekutuan hukum genealogis dan territorial. Jadi pada persekutuan
hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada terikat pada
hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah atau kekerabatan
tempat tapi juga kediaman daerah tertentu.18
17 Ibid,. hlm 27.
18 Ibid,. hlm 29.
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3.3. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
Kesatuan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya setelah
amandemen konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat
(2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hal-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang“.
Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut, Jimly
Ashiddiqie berpendapat bahwa diberikannya pengakuan ini oleh negara
perlu memperhatikan beberapa hal yaitu :19
a. Bukan hanya kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat, namun
juga beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
b.Eksistensi tersebut yang diakui adalah eksistensi kesatuan masyarakat
hukum adat. Hal ini mengandung arti bahwa pengakuan itu diberikan
kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut. Oleh karena itu,
masyarakat hukum adat haruslah memiliki sifat tertentu;
c. Masyarakat hukum adat itu masih hidup;
d. Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula;
e. Penghormatan dan pengakuan tersebut namun tetap harus
memperhatikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan
tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Tradisi-tradisi tertentu
yang memang sudah tidak layak lagi dipertahankan, tidak boleh
19 Jimly Ashiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945, Penerbit Yasif Watampone, Jakarta,
2003, hlm 32-33.
21
dibiarkan begitu saja untuk tidak mengikuti arus kemajuan
peradaban hanya dikarenakan alasan sentimentil;
f. Penghormatan dan pengakuan tersebut jangan sampai mengurangi
makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk kesatuan.
4. Tinjauan Umum Perkawinan
4.1. Definisi Perkawinan
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 1 UU
Perkawinan, bahwa perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin
antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.20
Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah
perkawinan memiliki dua aspek yaitu:21
1. Aspek formal (Hukum)
Aspek formal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin,
artinya perkawinan bukan saja meliputi ikatan lahir yang tampak,
tapi juga meliputi ikatan batin yang meskipun tidak tampak tapi
dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Ikatan batin
merupakan hal yang sangat penting karena ikatan batin ini
merupakan inti dari perkawinan itu sendiri.
20 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/
Hukum Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm 5.
21 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher,
Surabaya, 2006, hlm 110.
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2. Aspek sosial keagamaan
Aspek ini ditunjukkan dengan disebutkannya kalimat
membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kalimat ini menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan
yang sangat erat dengan kerohanian, oleh karena itu bukan hanya
unsur jasmani namun unsur batin juga berperan penting.
Berdasarkan definisi perkawinan menurut Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 dapat dijabarkan  lebih luas lagi yakni:22
a.Ikatan lahir batin
Dalam suatu ikatan perkawinan, bukan hanya ikatan perkawinan
saja yang diperlukan, namun ikatan batin juga sangatlah penting
kebradaannya. Ikatan lahir ialah ikatan yang tampak, dapat dilihat dan
mengungkapkan adanya hubungan hukum antara suami dan isteri.
Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan formal, suatu ikatan
yang tidak tampak, tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan hanya
oleh pihak yang mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan
tersebut.
b. Antara seorang pria dan wanita
Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak melegalkan
hubungan perkawinan yang dilakukan antara pria dengan pria, atau
antara wanita dengan wanita. Hal ini dikarenakan suatu perkawinan
hanya boleh dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.
22 M. Bakri, dkk, op.cit., hlm 22.
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c. Sebagai suami isteri
Dalam Undang-undang ini, persekutuan antara seorang pria dan
wanita dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka
didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.
d. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Keluarga merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena
keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia yang
terdiri dari ayah, ibu dan anak.
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam suatu ikatan perkawinan, bukan saja memiliki unsur jasmani
(lahir) tapi juga memiliki unsur rohani (batin). Hal ini terjadi sebagai
suatu konsekuensi logis dari negara yang berdasarkan Pancasila,
terutama sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga
segala sesuatunya termasuk perkawinan memiliki hubungan erat
dengan agama (kerohanian).
Selain itu, terdapat pula beberapa definisi perkawinan menurut para
ahli, antara lain:
1.Prof.Subekti S.H., mendefinisikan perkawinan sebagai suatu pertalian
yang sah diantara seorang wanita dengan seorang pria untuk jangka
waktu yang lama.23
2. Prof. Ali Afandi S.H., mengartikan perkawinan sebagai suatu
persetujuan kekeluargaan.24
23 Subekti, Pokok-pokok  Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 23.
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3. Prof. Mr. Paul Scholten., mendefinisikan perkawinan sebagai  suatu
hubungan hukum diantara seorang wanita dengan seorang pria untuk
hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara”.25
Jika melihat definisi-definisi perkawinan di atas baik yang
disebutkan dalam UU Perkawinan maupun definisi menurut para ahli,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan
perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin diantara seorang wanita
dengan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga
dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan, yang dimaksud dengan
hukum perkawinan ialah hukum yang mengatur segala sesuatunya yang
berkaitan dengan perkawinan, baik itu syarat-syarat dan cara
melangsungkannya maupun akibat-akibat hukum bagi pihak yang
melangsungkan perkawinan tersebut.26
4.2. Syarat Perkawinan
Mengenai syarat perkawinan, Pasal 6 UU Perkawinan telah
mengaturnya yaitu:27
“(1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.
(2)Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin
kedua orang tua.
(3)Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah  meninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukum
24 Ali Afandi, Hukum Waris  Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta,
Jakarta, 1997,  hlm 94.
25 R. Soetojo Prawirohaidjojo dan Asis Safioedin, loc. cit.
26 P.N.H Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2005,
hlm 39.
27 Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua
yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4)Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus
ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.
(5)Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang
atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,
maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2). (3) dan (4)
pasal ini.
(6)Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan
lain”.
Selain syarat perkawinan, terdapat pula syarat sahnya perkawinan
yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu:28
“(1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku“.
Menurut hukum perkawinan nasional, suatu ikatan perkawinan
dikatakan  sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan mengikuti tata
tertib dan aturan hukum yang berlaku dalam agama-agama yang diakui
di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Kata
‘hukum masing-masing agamanya’ artinya hukum dari salah satu
agama itu masing-masing.29
Jadi suatu perkawinan (antar agama) dikatakan sah jika perkawinan
tersebut dilaksanakan menurut tata tertib dan aturan yang diatur oleh
28 Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan
29 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, CV.Mandar Maju,  Bandung, 2007,  hlm 25.
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salah satu agama, baik itu agama calon suami atau agama calon isteri.
Misalnya saja, jika perkawinan telah dilaksanakan menurut aturan
hukum Islam, lalu kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum
Kristen dan atau hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi
tidak sah, demikian pula sebaliknya.30
5. Tinjauan Umum Perkawinan Dalam Hukum Adat
5.1. Definisi Perkawinan dalam Hukum Adat
Perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan saja sebagai suatu
perikatan perdata, tapi juga sebagai perikatan adat dan sekaligus pula
merupakan perikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Jadi suatu ikatan
perkawinan bukan hanya menyangkut masalah hubungan keluarga
antara suami dan isteri saja, tetapi juga menyangkut hubungan
kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami maupun pihak
isteri, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta adat istiadat
atau angger-angger dimana mereka tinggal.31
Suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat terhadap
hubungan-hubungan yang sifatnya keperdataan saja seperti kewajiban
dan hak suami isteri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan
kewajiban orang tua, tapi berkaitan pula dengan hubungan adat istiadat
kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, kewarisan serta upacara-
upacara keagamaan dan adat.32
30 Ibid
31 Jazim Hamidi dan Dani Harianto ., loc.cit.
32 Hilman Hadikusuma , op.cit. hlm 8.
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Akan tetapi, saat ini sesuai dengan kemajuan zaman dan semakin
berkembangnya pola pikir, peraturan (adat) perkawinan juga mengalami
kemajuan dan perubahan, perkembangan, dan pergeseran.
Perkembangan ini sedikit banyak dipengarui oleh agama, misalnya
perkawinan antar suku, antar agama, dan antar adat. Meskipun
demikian perkawinan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang di
berbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat perkawinan.33
5.2. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Adat
Jika ditinjau menurut hukum adat, terdapat perbedaan tujuan
perkawinan antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lainnya.
Kekerabatan merupakan hal penting salah satunya untuk
mempertahankan kewarisan. Karena sistem kekerabatannya berbeda,
maka tujuan perkawinannya pun berbeda.
Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal
maka tujuan perkawinannya adalah untuk mempertahankan garis
keturunan sang bapak. Maka dari itu, anak laki-laki harus melakukan
perkawinan dalam bentuk ambil isteri (dengan membayar uang jujur).
Dengan membayar uang jujur ini, maka setelah perkawinan terjadi sang
isteri ikut masuk dalam sistem kekerabatan suami dan melepaskan
kedudukannya dari sitem kekerabatan bapaknya.
Demikian sebaliknya pada masyarakat yang menganut sistem
kekerabatan matrilineal, dimana tujuan perkawinannya adalah untuk
mempertahankan garis keturunan sang ibu. Oleh karena itu anak wanita
33 Djamanat Samosir, op.cit. hlm 280.
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harus melakukan perkawinan dalam bentuk ambil suami (semenda).
Setelah perkawinan terjadi maka suami akan ikut masuk ke dalam
kekerabatan istri dan melepaskan kedudukannya dari sistem
kekerabatan orang tuanya.34
5.3. Bentuk Perkawinan Adat
Dengan beragamnya susunan masyarakat adat di Indonesia yakni
matrilineal, patrilineal, parental dan campuran, menyebabkan bentuk
perkawinan yang berbeda pula diantaranya bentuk “perkawinan jujur”,
“perkawinan semenda”, “perkawinan bebas” (mandiri), dan
“perkawinan campuran”.35
1. Perkawinan Jujur
Bentuk perkawinan ini umumnya terjadi di masyarakat dengan
sistem kekerabatan patrilineal. Perawinan ini dilakukan dengan
memberikan pembayaran jujur baik itu berupa uang ataupun barang
dari pihak kerabat calon suami kepada pihak calon isteri. Hal ini
dilakukan sebagai pengganti karena lepasnya mempelai wanita dari
persekutuan hukum bapaknya dan berpindah (mengikuti)
persekutuan hukum suaminya.36
Bila pemberian jujur itu berupa benda maka benda tersebut
adalah benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian uang jujur
berupa benda magis tersebut tentu saja memiliki maksud tertentu,
yaitu untuk mengembalikan keseimbangan magis yang sempat goyah
34 Hilman Hadikusuma, op.cit. hlm 22.
35 A.Suriyaman Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenamedia Group,
Jakarta, 2014,  hlm 5.
36 Ibid
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karena tejadinya kekosongan di pihak keluarga perempuan yang
anaknya pergi mengikuti suaminya setelah menikah.37
Terdapat perbedaan antara konsep pembayaran uang jujur
dengan “mas kawin” menurut hukum islam. Perbedaannya adalah
“mas kawin” merupakan kewajiban agama yang sudah seharusnya
dipenuhi oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat akad
nikah yang sifatnya lebih pribadi. Sedangkan, uang jujur adalah
suatu kewajiban adat yang harus dipenuhi dan diberikan kerabat pria
kepada kerabat wanita yang kemudian uang jujur tersebut akan
dibagikan untuk orang-orang yang dituakan kerabat pihak wanita.
Dalam hal ini sifatnya bukan hanya pribadi kepada calon istrinya
saja tapi juga kepada kerabat-kerabat calon isterinya tersebut.38
2. Perkawinan Semendo
Bentuk perkawinan ini umumnya berlaku di masyarakat dengan
sistem kekerabatan matrilineal. Dalam perkawinan semendo
contohnya di masyarakat Minangkabau, pihak wanitalah yang
mengajukan lamaran kepada pihak pria.39
Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilokal,
artinya istri tidak wajib untuk tinggal di kediaman suaminya.
Perkawinan ini tidak semata-mata hanya berlaku di masyarakat
metrilineal, namun terkadang juga dijumpai dan dilakukan dalam
keadaan darurat, contohnya saja jika sang perempuan sulit
37 St.Laksanto Utomo, op.cit. hlm 93.
38 A.Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, Dasar-dasar Hukum Adat, Pelita
Pustaka, Makassar, 2008, hlm 149.
39 Ibid
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mendapatkan jodoh atau pihak laki-laki tidak memiliki kemampuan
untuk memberikan uang jujur. Kedudukan suami dan istri juga tidak
sederajat.40
3. Perkawinan Bebas (Mandiri)
Perkawinan ini umumnya berlaku pada masyarakat dengan
sistem kekerabatan parental, contohnya pada masyarakat Sunda,
Jawa, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi, juga berlaku pula di
kalangan masyarakat Indonesia yang modern. Dimana pada
perkawinan ini keluarga ataupun pihak kerabat tidak terlalu ikut
campur dalam urusan rumah tangga. Bentuk perkawinan bebas ini
sejalan dengan UU Perkawinan, dimana hak dan kedudukan anatara
suami dengan isteri ialah sama,  suami  sebagai kepala
keluarga/rumah  tangga,  dan  istri sebagai ibu rumah tangga.41
Setelah terjadinya perkawinan, pasangan suami isteri tersebut
berpisah dari kekuasaan orang tuanya masing-masing
(Jawa:mencar,mentas) untuk membangun keluarga/rumah tangganya
sendiri dan hidup mandiri (neolokal). Orang tuanya hanya sebatas
memberikan bekal (sangu) untuk kelanjutan hidup anaknya baik itu
berupa  harta  pemberian  atau  warisan  sebagai  harta bawaan ke
dalam perkawinan mereka.42
Orang tua dalam perkawinan memberi nasihat petunjuk dalam
memilih jodoh (Jawa: bibit, bebet, bobot) dan sekedar mengawasi
40 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta,
1984, hlm 123.




kehidupan rumah tangga sang anak. Dalam  bentuk  perkawinan
seperti ini,  dapat pula  terjadi  perkawinan  ganti suami apabila
suaminya telah wafat. Perkawinan ganti suami ini dilakukan dengan
cara sang istri kawin lagi dengan saudara suaminya. Demikian
sebaliknya pada perkawinan ganti istri apabila istri wafat, suami
kawin lagi dengan  saudara istrinya, (Jawa:  karang  wulu). Akan
tetapi, hal tersebut hanyalah suatu adat kebiasaan saja, bukan suatu
keharusan.43
4. Perkawinan Campuran
Selain tiga bentuk perkawinan di atas, ada bentuk perkawinan
adat lain yaitu perkawinan campuran. Konsep perkawinan campuran
antara hukum nasional dengan hukum adat terdapat perbedaan. Di
dalam hukum adat, perkawinan campuran diartikan sebagai
perkawinan yang terjadi diantara suami dan istri yang berbeda adat
budaya, suku bangsa, dan atau berbeda agama yang dianut. Lain
halnya dengan perkawinan campuran menurut hukum nasional, yang
ditunjukkan dalam Pasal 57 UU Perkawinan yaitu perkawinan
campuran yang dimaksud hanyalah merupakan perkawinan yang
dilakukan antara pasangan suami dan istri yang berbeda
kewarganegaraan saja.44
5. Perkawinan Lari
Perkawinan lari paling banyak terjadi di kalangan masyarakat
Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar dan Maluku. Walaupun
43 Ibid
44 Ibid,. hlm 188.
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kawin  lari  ini  merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah
tersebut terdapat tata tertib cara menyelesaikannya masalah ini.
Perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan dalam arti
sesungguhnya, melainkan merupakan sistem pelamaran, karena
dengan terjadinya perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan
jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan
perundingan kedua pihak.45
6. Tinjauan Umum Perceraian
6.1. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian
Mengenai putusnya perkawinan, diatur di dalam Pasal 38 UU
Perkawinan yang berbunyi:46
“Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian
b. Perceraian, dan
c. Atas keputusan Pengadilan “.
Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya
ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan
berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri
tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh
Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan
perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan
lagi.47
45 C.Dewi Wulansari, op.cit. hlm 63.
46 Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
47 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Sinar
Grafika,  Jakarta, 2013,  hlm 181.
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6.2. Alasan-alasan Perceraian
Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Alasan-alasan apa
saja yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian
dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Pasal 19 tersebut berbunyi:48
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahhun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.Salah satu pohak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain;
e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah  tangga”.
Selain dalam hukum positif, istilah perceraian juga dikenal dalam
beberapa hukum adat. Perceraian dalam hukum adat merupakan suatu
peristiwa luar biasa. Bangsa Indonesia memandang perceraian itu
sebagai sesuatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada
asasnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu
perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama
hidupnya. Namun dalam beberapa hukum adat di Indonesia, ada
48 Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
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d.Suami meninggalkan isteri sangat lama ataupun isteri berkelakukan
tidak sopan
e.Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak, adanya
persetujuan antara suami dan isteri untuk bercerai.
49 Soerojo Wignjodipoero, op.cit. hlm 144.
